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ABSTRACT

Land parcel overlap resulting in the annulment of land certificates indicates that
the accuracy of land administration data is a crucial factor in ensuring legal
certainty. This study aims to analyze the legal framework governing digital plotting
of Cluster 4 (K4) land parcels, identify the forms and causes of administrative
defects arising from the absence of digital plotting, and examine the urgency of its
implementation as a preventive measure against administrative defects in land
certificate issuance. This research employed a normative juridical approach with a
descriptive qualitative method through a case study of the Semarang Administrative
Court Decision Number 95/G/2024/PTUN.SMG. Data were collected through
document analysis, literature review, documentation, document observation, and
documented focus group discussions (FGDs), and were analyzed using a normative
Juridical approach. The study was grounded in Gustav Radbruch's Theory of Legal
Certainty, the General Principles of Good Governance, the Theory of
Administrative Defects, Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection, Land
Registration Theory, and the concept of digital public administration. The findings
reveal that the administrative defects in the case resulted from the suboptimal
implementation of K4 digital plotting, the lack of integration between physical and
Jjuridical data, land parcels that had not yet achieved landing status, and inadequate
spatial verification prior to the issuance of the land certificate. The study concludes
that K4 digital plotting is not merely a technical mapping activity but also a
preventive legal instrument that plays a significant role in preventing overlapping
land parcels, ensuring legal certainty, and supporting an accurate, integrated, and
electronically based land administration system.

Keywords: K4 digital plotting, administrative defects, overlapping land parcels,
legal certainty, land registration.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah merupakan objek hukum strategis yang berkaitan langsung dengan
hak keperdataan warga negara dan kewenangan administrasi negara, sehingga
pengelolaannya menuntut ketertiban administratif dan kepastian hukum. Tanah
berfungsi sebagai modal dasar untuk pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan bergantung pada keuntungan yang diberikan oleh tanah, yang
mempertahankan hubungan dengan negara dan warganya (Kamilah dkk., 2025).
Sebagai negara agraris, tanah menjadi sumber daya alam yang vital dengan makna
ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan di Indonesia, yang mana sebagian
besar penduduk Indonesia bergantung pada tanah untuk berbagai kebutuhan,
termasuk pertanian, perkebunan, perumahan, dan berbagai kegiatan komersial.
Oleh karena itu, regulasi dan pengelolaan hak atas tanah sangat penting untuk
menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan tanah
(Kadri & Mukti, 2025).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah melebihi
jumlah tanah yang tersedia, negara turut hadir untuk mengontrol cara tanah dibeli
dan dijual. Keterlibatan negara dalam masalah tanah berarti perlu adanya
seperangkat undang-undang yang memungkinkan negara untuk mengelola dan
mengambil tindakan terhadap semua urusan yang berkaitan dengan tanah (Grey &
Suryandono, 2020). Oleh karena itu, hukum agraria di Indonesia secara umum telah
diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA, undang-undang tersebut menyatakan
bahwa untuk memastikan pemilik memiliki bukti hukum yang sah, tanah harus

didaftarkan secara resmi. Dengan mendaftarkan tanah, pemilik akan menerima



sertipikat yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang kuat (Sinuraya, 2021).
Peraturan kepemilikan tanah menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Pendaftaran tanah
berfokus pada pemilik objek yang akan didaftarkan sebagai bukti kekuasaan yang
tidak dapat disangkal. Pengelolaan dan pembaruan data tanah merupakan bentuk
pengumpulan data terkait perubahan kepemilikan, seperti nama dan ukuran tanah,
sesuai dengan informasi hukum dan fisik yang berkaitan dengan tanah yang
bersangkutan, yang memerlukan pendaftaran ulang atas perubahan tersebut
(Yuliana, 2023). Sistem pertanahan nasional ini bertujuan untuk mencapai
ketertiban administratif dan kepastian hukum bagi semua bidang tanah melalui
peraturan yang berlaku (Aksar dkk., 2022). Dengan menerapkan administrasi
pertanahan yang teratur dan sistem pendaftaran yang komprehensif, negara dapat
menjamin bahwa setiap bidang tanah didokumentasikan secara lengkap dengan
informasi fisik dan yuridisnya. Selain itu, hal ini memastikan bahwa mekanisme
pelayanan sederhana, cepat, dan efisien, memungkinkan pemegang hak untuk
memperoleh bukti yang kuat untuk perlindungan hukum (Ardani dkk., 2022).
Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan
efisiensi pemerintahan yang lebih baik, sistem modernisasi tanah di Indonesia telah
mengadopsi pendaftaran digital menggunakan sistem. Pemerintah mulai
menerapkan sistem pendaftaran tanah digital melalui penggunaan Geo-KKP
(Geospasial Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) (Suprojo dkk., 2024). Dalam
klasifikasinya, kategori status penyelesaian bidang tanah dalam Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap terdiri dari Kluster 1 sampai Kluster 4. Sistem ini membantu
mengintegrasikan data spasial dan data yuridis dalam satu basis data elektronik.
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Meteri ATR/Kepala BPN Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kluster merupakan
pengelompokan bidang tanah berdasarkan hasil pemeriksaan data fisik dan data
yuridis dalam pelaksanaan PTSL, yang menentukan status dan tindak lanjut
penyelesaiannya. Pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
terdapat penggolongan kluster dari K1 hingga K4 yang mencerminkan tingkat
penyelesaian bidang tanah. Kluster 1 (K1) adalah bidang yang sudah lengkap



syaratnya dan siap diterbitkan sertipikat, sementara Kluster 4 (K4) mencakup
bidang bersertipikat tapi belum terdigitalisasi atau divalidasi di sistem Geo-KKP.
Di era digitalisasi pengelolaan pertanahan, K4 jadi sorotan utama karena nunjukin
celah antara data yuridis yang ada dengan validasi peta digital yang masih kurang
(Martono dkk., 2022).

Permasalahan Kluster 4 ini sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah
dalam peningkatan kualitas data bidang tanah serta untuk mewujudkan Kebijakan
Satu Peta (One Map Policy) dan pengembangan Kadastral Digital guna mengurangi
tumpang tindih serta meningkatkan kualitas dan konsistensi data geospasial
pemerintah (Ulfiah dkk., 2024). Masalah kualitas data khususnya kategori status
penyelesaian bidang tanah K4 menjadi hambatan utama dalam mewujudkan
Kebijakan Satu Peta (Huda dkk., 2024). Selain klasifikasi kluster dalam PTSL,
sistem administrasi pertanahan juga mengenal klasifikasi kualitas data bidang tanah
(KW 1-KW 6) yang menilai tingkat kelengkapan dan akurasi data fisik serta yuridis
(Dewi dkk., 2022).

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) adalah kebijakan yang mengarahkan
bahwa dalam penyusunan peta tematik harus dilandasi pada 4 hal yaitu: satu
referensi, satu standar, satu database, dan satu geoportal (BIG, 2016). Salah satu
tujuan dari Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) adalah untuk menghindari
peristiwa tumpang tindih bidang tanah (overlapping). Peristiwa tumpang tindih
bidang ini, disebabkan salah satunya karena tidak lengkapnya peta database, yang
mana bidang tanah sudah bersertipikat lama akan tetapi belum terplottingkan ke
dalam peta digital database kantor pertanahan. Dengan kata lain, kualitas data
pertanahan yang tidak tervalidasi digital menjadi salah satu sumber cacat
administrasi dalam penerbitan sertipikat tanah (Elora, 2024).

Kelemahan ini terlihat secara nyata dalam Keputusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG. Kasus ini menunjukkan
konsekuensi serius dari tidak dilakukannya plotting digital sebelum penerbitan
sertipikat. Sengketa ini berpusat pada penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor
00259 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2021. Sertipikat tersebut

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dengan Nomor



Surat Ukur 02359/Danyang/2021 serta luas + 1.334 m?, namun teridentifikasi
mengalami tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2443 tahun 1996
dengan luas = 300 m? atas nama Suharto. Kasus ini menunjukkan karakteristik
permasalahan yang seharusnya dapat diidentifikasi melalui mekanisme plotting
digital sebagaimana dikembangkan dalam Kluster 4. Majelis hakim menemukan
bahwa sebelum penerbitan sertipikat hak pakai, pejabat pertanahan tidak
melakukan pengecekan pada data fisik dan yuridis secara cermat, terutama tidak
dilakukannya plotting digital, yang mengakibatkan batas dan letak bidang tanah
tidak tervalidasi dan menimbulkan cacat administrasi. Akibatnya, sertipikat baru
yang diterbitkan tumpang tindih secara fisik dan spasial dengan bidang tanah yang
memiliki sertipikat hak milik tanah (SHM) yang sah, sehingga melanggar prinsip
prior tempore potior iure (yang pertama dalam waktu, lebih berhak menurut
hukum).

Kasus ini memberikan bukti penting yang menunjukkan perbedaan antara
apa yang tertulis dalam teori hukum pertanahan dan bagaimana administrasi digital
sebenarnya beroperasi dalam praktiknya. Secara teori, sistem hukum pertanahan di
Indonesia telah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak melalui
mekanisme pendaftaran tanah yang memadukan data fisik dan yuridis secara tertib,
sebagaimana diatur dalam UUPA, PP 24/1997, serta peraturan turunannya. Namun,
fakta dalam kasus ini menunjukkan bahwa akibat ketidakhadiran validasi digital
data spasial, celah administratif tetap ada.

Studi sebelumnya, sejauh ini berfokus pada aspek-aspek seperti kesalahan
prosedural, tumpang tindih kewenangan, atau kelalaian administratif (Satryadin,
2025), namun belum mengkaji peran strategis pemetaan digital (K4) sebagai alat
untuk mencegah kesalahan administratif, seperti yang ditunjukkan dalam kasus
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan
yang jelas antara konstruksi teoretis hukum tanah, yang menekankan kepastian
hukum, dan praktik pengelolaan tanah digital, yang belum sepenuhnya
mengintegrasikan teknologi spasial sebagai prasyarat untuk perlindungan hak.

Temuan ini juga menegaskan bahwa pemetaan digital tidak lagi sekadar

masalah teknis, tetapi telah menjadi persyaratan hukum yang mendesak dalam



sistem pengelolaan tanah modern. Digitalisasi aset tanah saat ini tidak lagi
dipandang sebagai inovasi administratif semata, tetapi juga sebagai prasyarat
penting untuk menghindari pengulangan kesalahan administratif yang mengancam
kepastian hukum hak atas tanah, terutama di wilayah yang masih diklasifikasikan
sebagai K4. Dalam konteks ini, pemetaan digital (K4) berfungsi sebagai alat utama
untuk memastikan akurasi data geografis dan sinkronisasinya dengan data hukum,
meminimalkan risiko kesalahan pemetaan, tumpang tindih, atau penerbitan
sertipikat yang bermasalah, seperti yang terjadi di PTUN Semarang. Oleh karena
itu, penelitian ini penting untuk mengkaji hubungan antara digitalisasi data
geografis, tanggung jawab pejabat tanah dalam proses pemberian hak, dan
memastikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, karena ketiga aspek
ini belum terintegrasi secara optimal dalam praktik.

Sehubungan dengan uraian di atas, faktor dan temuan dari aspek normatif
berupa pengaturan integrasi data fisik dan yuridis dalam sistem pendaftaran tanah,
aspek administratif berupa tidak dilaksanakannya validasi dan plotting digital
sebelum penerbitan sertipikat, serta aspek spasial berupa terjadinya tumpang tindih
bidang akibat belum tervalidasinya data dalam sistem digital yang dapat
menyebabkan pengaruh terhadap kesalahan administratif di Kantor Pertanahan
Kabupaten Grobogan, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian lebih lanjut
dengan judul “URGENSI PLOTTING DIGITAL (K4) DALAM MENCEGAH
CACAT ADMINISTRASI PENERBITAN SERTIPIKAT KARENA TUMPANG
TINDIH BIDANG TANAH (Studi Kasus Putusan PTUN Semarang Nomor
95/G/2024/PTUN.SMG)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai plotting digital bidang tanah (K4)
dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan PTUN
Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG terkait cacat administrasi akibat
tidak dilakukannya plotting digital?



3. Bagaimana urgensi penerapan plotting digital (K4) sebagai langkah preventif

untuk mencegah cacat administrasi dan mewujudkan kepastian hukum hak atas

tanah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Untuk menjelaskan secara hukum mengenai plotting digital bidang tanah (K4)
dalam sistem administrasi pertanahan.

Untuk mengidentifikasi bentuk dan penyebab terjadinya cacat administrasi
dalam penerbitan sertipikat tanah yang timbul akibat tidak dilaksankannya
plotting digital (K4).

. Untuk menjelaskan pentingnya menerapkan plotting digital (K4) untuk

mencegah kesalahan administrasi dan memastikan kepastian hukum dalam

pengelolaan pertanahan.

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak pejabat
pertanahan agar menerapkan plotting digital (K4) secara lebih kuat dalam
proses penerbitan sertipikat sehingga dapat mencegah tumpang tindih dan
sengketa tanah.

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan

tema yang sama.



BAB VI
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui analisis
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum
administrasi, dokumen pertanahan, data spasial, serta Putusan PTUN
Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG, penelitian ini berhasil menjawab
seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan menunjukkan
bahwa permasalahan tumpang tindih bidang tanah tidak hanya dipengaruhi
oleh kesalahan pada saat penerbitan sertipikat, tetapi juga berkaitan erat
dengan kualitas pengelolaan data pertanahan sebelum keputusan
administrasi diterbitkan. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini disusun

berdasarkan masing-masing rumusan masalah sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum mengenai plotting digital bidang tanah kategori
Kluster 4 (K4) menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian
dari sistem administrasi pertanahan yang mendukung pemeliharaan data
pendaftaran tanah dan transformasi menuju sistem pertanahan
elektronik. Meskipun istilah plotting digital K4 tidak diatur secara
eksplisit dalam satu peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya
tersebar dalam berbagai ketentuan mengenai pendaftaran tanah,
pemeliharaan data pertanahan, sertipikat elektronik, serta petunjuk
teknis Kementerian ATR/BPN mengenai peningkatan kualitas data
bidang tanah. Hasil penelitian membuktikan bahwa plotting digital tidak
lagi hanya dipandang sebagai kegiatan teknis pemetaan, tetapi telah
berkembang menjadi instrumen administrasi yang mengintegrasikan
data fisik dan data yuridis sehingga mendukung terwujudnya kepastian
hukum, penerapan asas kecermatan, serta penyelenggaraan Good Land
Governance. Dengan demikian, plotting digital merupakan bagian
penting dalam menjamin kualitas data yang menjadi dasar setiap

pelayanan pertanahan.
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2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat administrasi yang terjadi
pada penerbitan sertifikat hak pakai Nomor 00259 dalam Putusan PTUN
Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG tidak hanya disebabkan oleh
kesalahan pada saat diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 00259,
tetapi merupakan akibat dari belum optimalnya pengelolaan data
pertanahan pada tahap sebelumnya. Bentuk cacat administrasi yang
ditemukan berupa penerbitan sertipikat pada objek yang bertumpang
tindih dengan bidang tanah yang telah terdaftar lebih dahulu. Kondisi
tersebut terjadi karena bidang-bidang tanah yang berkaitan belum
seluruhnya berstatus /anding, belum terintegrasinya data fisik dengan
data yuridis, serta belum optimalnya pelaksanaan plotting digital dan
verifikasi spasial sebelum penerbitan sertipikat. Akibatnya, sistem
administrasi pertanahan tidak mampu mengidentifikasi keberadaan hak
yang telah ada sehingga keputusan administrasi diterbitkan berdasarkan
data yang belum lengkap dan belum tervalidasi. Temuan ini
menunjukkan bahwa kualitas data pertanahan merupakan faktor yang
sangat menentukan dalam mencegah terjadinya cacat administrasi

penerbitan sertipikat.

3. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan plotting digital bidang
tanah kategori Kluster 4 (K4) memiliki urgensi yang sangat tinggi
sebagai instrumen preventif dalam mencegah cacat administrasi
penerbitan sertipikat akibat tumpang tindih bidang tanah. Plotting
digital memungkinkan setiap bidang tanah ditempatkan secara tepat
pada peta pendaftaran digital sehingga hubungan antara data spasial dan
data yuridis dapat diverifikasi sebelum keputusan administrasi
diterbitkan. Melalui mekanisme tersebut, potensi tumpang tindih bidang
tanah dapat dideteksi lebih awal sehingga risiko kesalahan administrasi
dapat diminimalkan. Selain memperkuat kepastian objek dan kepastian
subjek hak atas tanah, plotting digital juga mendukung implementasi
asas kecermatan dalam pengambilan keputusan administrasi serta

memperkuat penyelenggaraan administrasi pertanahan yang transparan,
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akuntabel, dan berbasis data yang akurat. Kebaruan penelitian ini
terletak pada konstruksi argumentasi bahwa plotting digital K4 bukan
sekadar kegiatan teknis pemetaan, melainkan instrumen hukum
preventif yang memiliki peran strategis dalam mencegah lahirnya cacat
administrasi dan mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam

sistem administrasi pertanahan modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan PTUN Semarang

Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG, terdapat sejumlah hal yang patut menjadi

perhatian dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan agar sengketa

serupa tidak kembali terjadi, yakni:

1.

Proses plotting digital untuk bidang tanah Kluster 4 (K4) perlu
diselesaikan secara optimal sebelum data digunakan sebagai dasar
pelayanan administrasi, khususnya dalam penerbitan hak atas tanah.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa bidang yang belum landing
berpotensi membuat informasi spasial tidak tergambar secara utuh di
dalam sistem dan menambah risiko tumpang tindih bidang tanah.

Integrasi antara data fisik dan data yuridis harus dipastikan telah tercapai
sebelum suatu sertipikat hak atas tanah diterbitkan. Ketidakterpaduan
kedua jenis data tersebut, sebagaimana terlihat dalam penelitian ini,
menyebabkan sistem administrasi pertanahan tidak mampu mengenali
bidang tanah yang sudah terdaftar sebelumnya, sehingga membuka

peluang terjadinya cacat administrasi.

. Verifikasi spasial perlu ditetapkan sebagai tahapan yang tidak

terpisahkan dari setiap proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Pemeriksaan sebaiknya mencakup bukan hanya kelengkapan dokumen
yuridis, tetapi juga posisi, batas, luas, serta hubungan spasial bidang
tanah dengan bidang di sekitarnya, agar potensi tumpang tindih dapat

diketahui sebelum keputusan administrasi diambil.

94



4. Penelitian ini menunjukkan bahwa plotting digital tidak semata-mata
bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis. Karena itu,
pelaksanaan plotting digital perlu ditempatkan sebagai wujud penerapan
asas kecermatan dalam administrasi pertanahan sehingga setiap
keputusan penerbitan sertipikat bersandar pada data yang akurat,
terintegrasi, dan tervalidasi secara menyeluruh.

5. Kasus dalam Putusan PTUN Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG
mengajarkan bahwa langkah pencegahan lebih efektif dibandingkan
penyelesaian sengketa setelah sertipikat terbit. Oleh sebab itu,
peningkatan kualitas data pertanahan melalui plotting digital, integrasi
data fisik—yuridis, serta verifikasi spasial yang komprehensif perlu
diprioritaskan sebagai upaya preventif untuk meminimalkan cacat

administrasi dan sengketa pertanahan di masa mendatang.
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